BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

: a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan  rancangan Perda  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,




Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6572);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik



11.

12.
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Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
beberapa Kkali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
[Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan
Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6517);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6646);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara  Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
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27.
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Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Neger1 Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menter1i Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Anggaran untuk Kkegiatan tertentu, Perubahan
Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menter1 Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan  Penggunaan  Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan

Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28
Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Rebulik
Indonesia tahun 2021 Nomor 936);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022

Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan

Riau.

Bupati adalah Bupati Natuna.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang

selanjutnya disingkat DPRD.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah Rencana
Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

ik




penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan Keuangan Daerah.

9. Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah
yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi
yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

10. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan
pengguna anggaran/pengguna barang daerah dan
oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun Laporan Keuangan untuk
digabungkan pada Entitas Pelaporan.

11. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara
akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu Entitas
Akuntansi dengan Entitas Akuntansi lainnya,
dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar
dapat disajikan sebagai satu Entitas Pelaporan
Konsolidasi.

12. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah Laporan
Keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan
Laporan Keuangan SKPD sehingga tersaji sebagai
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 2
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa
laporan keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2021 sebagai
berikut:
Pendapatan Rp 968.639.262.049,31
Belanja Rp 952.614.019.789,40
Surplus/(Defisit) Rp 16.025.242.259,9

Pembiayaan

Penerimaan Rp 16.354.086.796,83
Pembiayaan

Pengeluaran Rp 0,00
Pembiayaan
Pembiayaan Rp 16.354.086.796,
Netto




Pasal 4
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan
sejumlah Rp 214.036.476.425,69 dengan rincian

sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan Rp 1.182.675.738.475,0
setelah perubahan 0

2. Realisasi Rp 968.639.262.049,31

Selisih lebih/(kurang) Rp 214.036.476.425,69
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp 246.088.209.057,43 dengan rincian sebagai
berikut:
1. Anggaran belanja Rp 1.198.702.228.846,83

setelah perubahan
2. Realisasi Rp 952.614.019.789,40

Selisih lebih/(kurang) Rp 246.088.209.057,43

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit)
sejumlah Rp (32.051.732.631,74) dengan rincian

sebagai berikut:

1. Surplus/(defisit) Rp (16.026.490.371,83)
Setelah perubahan

2. Realisasi Rp 16.025.242.259.91
Selisih Rp (32.051.732.631,74)
Lebih /kurang

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp(327.596.425,00) dengan
rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Rp 16.026.490.371,83
penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan

2. Realisasi Rp 16.354.086.796,83

Selisih lebih/ Rp (327.596.425,00)
(kurang]

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran Rp 0,00
pengeluaran
pembiayaan
setelah
perubahan

2. Realisasi Rp 0,00
Selisih Rp 0,00
lebih /(kurang) _

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp(327.596.425,00) dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran Rp 16.026.490.371,83

pembiayaan netto
setelah perubahan
2. Realisasi Rp 16.354.086.796,83

Selisih Rp  (327.596.425,00)
lebih / (kurang)




Pasal 5
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Rp 16.026.490.371,83
Awal
b. Penggunaan SAL Rp 16.026.490.371,83

sebagai Penerimaan
Pembiayaan  Tahun
Berjalan

Selisih 0,00

c. Sisa Lebih /Kurang Rp 32.387.304.483,74
Pembiayaan Anggaran
(SiLPA /SiKPA)

d. Koreksi Kesalahan Rp (7.975.427,00)
Pembukuan  Tahun
Sebelumnya

e. Saldo Anggaran Lebih Rp 32.379.329.056,74
Akhir

Pasal 6
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp 2.797.315.439.865,94
b. Jumlah kewajiban Rp 135.715.187.920,59
c. Jumlah ekuitas Rp 2.661.600.251.945,35

Pasal 7
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf e sebagai berikut:
a. Pendapatan

1. Pendapatan  Asl Rp 52.689.472.072,98
Daerah

2. Pendapatan Rp 830.530.850.070,00
Transfer

3. Lain-Lain Rp 89.897.845.834,05
Pendapatan
Daerah yang Sah
(SiLPA /SiKPA) :

Jumlah Pendapatan Rp 973.118.167.977,03

b. Beban
1. Beban Operasi Rp 756.700.251.035,34

2. Beban Rp 158.019.726.918,01
Penyusutan dan
Amortisasi

3. Jumlah Beban Rp 48.121.691.990,00
Transfer

Jumlah Beban Rp 962.841.669.943,35

Surplus/Defisit dari Rp 10.276.498.033,68
Operasi

C. Surplus/Defidi Non
operasional
1. Surplus Rp 57.466.670,00
Nonoperasional
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2. Defisit Rp 61.636.413.731,69
Nonoperasional

Surplus Defisit (51.302.449.028,01)

Sebelum Pos Luar

Biasa

d. Pos Luar Biasa

1. Pendapatan Luar Rp 0,00
Biasa
2. Beban Luar Biasa Rp 12.767.768,35
Surplus Defisit/LO Rp (51.315.216.796,36)
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo kasawal per 1 Rp 16.018.514.944,83
Januar 2021

b. Arus kas bersih dari Rp 140.717.107.409,22
aktivitas operasi

c. Arus kas bersih dari Rp (124.356.293.297,31)
aktivitas investasi

d. Arus kas bersih dari Rp 0,00
aktivitas pendanaan
e. Arus kas bersih dari Rp 196.230.350,00

aktivitas transitoris
f. Saldo Akhir Kas di Rp 32.575.559.406,74

BUD, BLUD,
Bendahara
Penerimaan & Kas di
Bendahara
Pengeluaran

1. Saldo kas akhir per Rp 32.575.559.406,74
31 Desember 2021

Pasal 9
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp 2.704.848.157.849,20
b. Surplus/Defisit LO Rp (51.315.216.796,35)
c. Dampak Kumulatif Rp 8.067.310.892,49
Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar
d. Ekuitas Akhir Rp 2.661.600.251.945,35
Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2021
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran
Peraturan Daerah ini, terdir1 dari:
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Lampiran [ Laporan Realisasi Anggaran.

Lampiran I.1 Ringkasan LRA Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi.

Lampiran 1.2 Rincian LRA  menurut  urusan
pemerintahan  daerah,  organisasi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Lampiran [.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran 1.4 Rekapitulasi belanja menurut urusan
pemerintahan  daerah, organisasi,
program, kegiatan beserta hasil dan sub
kegiatan beserta keluaran.

Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih.

Lampiran III Laporan Operasional.

Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas.

Lampiran V Neraca.

Lampiran VI Laporan Arus Kas.

Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan.

Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.

Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih.

Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan
Penyisihan Dana Bergulir.

Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah.

Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah.

Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.

Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan.

Lampiran XV  : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.

Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.

Lampiran XVII  Daftar Kewajiban Jangka Pendek.

Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.

Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Berikutnya;

Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha  Milik Daerah /Perusahaan
Daerah

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
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Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setilap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan  Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna.

Ditetapkan di Ranai
sada tanggal 29 AqQUstus X022
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Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 AgustLS 2022
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RIS DAERAH KABUPATEN NATUNA.
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 26

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 5,23 /2022




